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BAB III 

 FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) SEBAGAI GERAKAN 

 

A. Profil Front Pembela Islam (FPI) 

1. Sejarah Berdirinya FPI 

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia 

yang mengusung pandangan islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa 

yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di 

Indonesia.1 Latar belakang berdirinya FPI tak lepas dari ketika terjadinya 

proses reformasi. Dimana dalam proses reformasi suasana kekuasaan yang ada 

tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, setiap kelompok dapat 

secara bebas memperjuangkan dan mengekspresikan kepentinganya, sekalipun 

harus bertentangan dengan aturan hukum. Konflik sosial yang diwarnai dengan 

tindak kekerasan terjadi dimana-mana, mulai dari Aceh, Ambon, Poso, hingga 

Sanggau Ledok-Pontianak. Ada semacam tindakan balas dendam yang 

dilakukan oleh masyarakat terhadap negara dan juga terhadap kelompok sosial 

lainya yang dianggap sebagai bagian dari negara. Reformasi merupakan arus 

balik gerakan sosial, dari dominasi kekuasaan negara ke kekuatan rakyat.2  

Oleh karena tidak ada situasi yang kondusif, yakni tiadanya proses 

sosialisasi dan konsolidasi yang memadai, terjadinya arus balik ini tidak 

menyebabkan timbulnya iklim sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya 

                                                           
1 Wikipedia,” Front Pembela Islam”, https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam 

(Senin, 15 Mei 2017, 19.50). 
2 Al-Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentinggan FPI, (Yogyakarta: 

LKiS, 2006), 86. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam
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demokrasi dan justru sebaliknya, menjadi ajang balas dendam yang melahirkan 

konflik dan kekerasan sosial. Masing-masing kelompok saling berebut 

kepentingan dengan menjadikan reformasi dan demokrasi sebagai legitimasi 

bagi tindakan mereka masing-masing. Sekelompok masyarakat yang pada masa 

Orde Baru yang merasa ditindas dan dirampas hak-haknya serta diperlakukan 

secara tidak adil oleh Negara, pada era reformasi mereka bangkit dan 

melakukan perlawanan untuk merebut kembali hak-hak mereka yang terampas. 

Sebaliknya, kelompok yang dulunya menjadi bagian dari Negara berusaha 

menggunakan proses reformasi semaksimal mungkin untuk menghilangkan 

jejak dengan cara menyamar menjadi pejuang reformasi dan demokrasi.  

Umat Islam, merupakan bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa 

reformasi adalah momentum yang sangat tepat merebut posisi penting dalam 

kekuasaan. Sebab, selama Orde Baru, umat Islam yang mayoritas justru hanya 

menjadi korban pembangunan, tanahnya diambil secara paksa untuk 

pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu 

stabilitas, dan geraknya pun selalu dicurigai. Selama pemerintahan, Orde Baru, 

seluruh kekuatan politik strategis, seperti pemegang kebijakan (policy) sektor 

ekonomi dan bisnis, selalu dikuasai oleh etnis Cina atau orang-orang yang tidak 

memiliki perhatian terhadap umat Islam.3 

Ketika reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan 

untuk mengambil peran politik yang lebih stategis. Bagi kelompok Islam jenis 

ini, reformasi merupakan peluang untuk merebut kembali hak-hak mereka yang 

                                                           
3 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1999), 87. 
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dirampas oleh Negara. Dengan hilangnya kekuatan Negara dan aparaturnya, 

umat Islam memiliki kesempatan untuk menawarkan nilai-nilai Islam sebagai 

alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan 

dituding sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang 

harus diberangus. Bahkan mereka merasa bangga dengan sebutan-sebutan 

tersebut.  

Akhirnya, sekelompok umat Islam yang memiliki perhatian terhadap 

masalah ini pun berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk mengefektifkan 

kegiatan mereka dengan cara membentuk Front Pembela Islam. Dari situ 

kemudian berdirilah FPI. Kelompok ini berdiri secara resmi pada 17 Agustus 

1998, di pondok pesantren Al-umm, Kampong Utan, Ciputat Jakarta Selatan. 

FPI didirikan oleh sejumlah Haba’ib, ulama, mubalig, serta aktivis muslim dan 

umat Islam. Tokoh yang memplopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad 

Rizieq Shihab.4 

Situasi sosial-politik yang melatarbelakangi berdirinya FPI dirumuskan 

oleh para aktivis gerakan ini sebagai berikut: pertama, adanya penderitaan 

panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran 

HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua, adanya kewajiban bagi 

setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam 

serta umat Islam. Ketiga, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat 

menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.  

                                                           
4 Ng, Gerakan Islam, 89. 
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Tujuan lain berdirinya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam 

menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta 

transaksi miras dan narkoba. Menurut para aktivis FPI, salah satu upaya yang 

bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini 

adalah dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen 

masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro, dan seluruh umat Islam. 

Menurut mereka apabila terjadi kesatuan dan kebersamaan langkah antara 

ulama, umaro, dan seluruh umat Islam dalam melakukan amar ma’ruf nahi 

munkar, niscaya bangsa ini akan terlepas dari berbagai macam krisis.5 

2. Struktur Organisasi FPI  

Sedangkan struktur organisasi FPI secara garis besar adalah sebagai 

berikut:6 

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sebagai pengurus organisasi berskala 

nasional 

2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai pengurus organisasi berskala 

provinsi 

3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), sebagai pengurus organisasi berskala 

Kota atau Kabupaten 

4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sebagai pengurus organisasi berskala 

kecamatan.  

5. Pos Komando (Posko), di tingkat kelurahan 

                                                           
5 Ibid., 92. 
6 Wikipedia,”Front Pembela Islam”, https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam 

(Senin, 15 Mei 2017, 21.02). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam
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6. Dewan Perwakilan Front (DPF), di Luar Negeri 

Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen, 

yaitu Majlis Syura dan Majlis Tanfidz:7   

1. Majlis Syura adalah Dewan Tertinggi Front yang dipimpin oleh seorang ketua 

dan dibantu oleh seorang sekertaris. Majlis Syura dalam melaksanakan 

tugasnya di damping lima wakil ketua yang masing-masing adalah Dewan 

Tertinggi Front. Yaitu, sebagai berikut: 

a. Dewan Syari’at 

b. Dewan Kehormatan 

c. Dewan Pembina 

d. Dewan Penasihat 

e. Dewan Pengawas.  

2. Majelis Tanfidz adalah badan pengurus harian. Majlis Tanfidz di tingkat pusat 

dipimpin oleh ketua umum yang dibantu oleh beberapa orang ketua, dan 

sekertaris jendral yang dibantu beberapa orang sekertaris. Serta seorang 

bendahara ahli yang dibantu oleh beberapa orang bendahara.  

Sedangkan majlis Tanfidz di tingkat daerah/wilayah/cabang dipimpin oleh 

seorang ketua yang dibantu seorang wakilnya. Serta seorang bendahara yang 

dibantu seorang wakilnya.  

FPI memiliki dua belas departemen: 

1. Departemen Agama membidangi bid’ah, dakwah, dan fatwa 

                                                           
7 Syahrul Efendi D, Rahasia Sukses Habib-FPI Gempur Playboy?! (Jakarta: Yudi 

Pramuko, Rajanya Penerbit Islam, 2006),73. 
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2. Departemen Luar Negri membidangi urusan luar negri 

3. Departemen Dalam Negri membidangi urusan dalam negri 

4. Departemen Bela Negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan, dan 

jihad 

5. Departemen sosial, Politik, Hukum, dan HAM membidangi sosial, politik, 

hukum dan HAM 

6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membidangi kebudayaan dan 

pendidikan 

7. Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan, dan industry 

8. Departemen Riset dan Tegnologi membidangi riset dan tegnologi 

9. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan 

10. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan 

11. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumusan 

12. Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.8 

FPI juga memiliki empat Badan Khusus, yaitu:9 

1. BIF: Badan Investigasi Front 

BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang 

berdampak buruk terhadam Islam dan FPI. BIF memiliki dua visi 

                                                           
8 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 149. 
9 Ibid., 150. 
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a. Devisi Inteljen 

Devisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala 

aktivitas yang merugikan Islam dan FPI 

b. Devisi Pencari Fakta 

Devisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data 

untuk membuktikan keakuratan inteljen FPI. 

2. BTF: Badan Anti Teror Front 

Ancaman, intimidasi, dan berbagai terror hampir setiap saat menghampiri 

setiap aktivitas FPI. dalam hal ini BTF memainkan peranan penting untuk 

mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk terror tersebut. BTF 

bekerja sama dengan BIF untuk melakukan “kontra teror” maupun “kontra 

intelijen” terhadap musuh-musuh islam yang melakukan teror ataupun 

penyusupan ke dalam aktivitas umat Islam. 

3. BPF: Badan Pengkaderan Front 

BPF adalah badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem 

pengkaderan FPI badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan, dan 

pelatihan para kader FPI 

4. BAF: Badan Ahli Front 

BAF adalah laboratorium strategi FPI dalam pengkajian persoalan kehidupan 

dan di segala sector keilmuan. Di BAF inilah para pakar FPI dari berbagai 
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disiplin ilmu berkumpul. Ke depan diharapkan BAF mampu menjadi think-

think bagi FPI, bahkan bagi kehidupan masyarakat secara umum. 

FPI memiliki empat lembaga otonom, yaitu:10 

1. PMF: Lembaga Pemantau Ma’siat Front 

Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap aktivitas 

kemaksiatan di Indonesia. Khususnya, terhadap pelanggaran hukumhukum 

yang dilakukan oleh para pengusaha masiat dan para pelindungnya dari 

kalangan pejabat Negara, termasuk aparat keamanan. 

2. LDF: Lembaga Dakwah Front 

LDF adalah wadah silaturrohim para muballigh/ da’I FPI, sekaligus sebagai 

pusat pengembangan da’wah islam yang diprogramkan FPI. LDF memiliki 

dua fungsi, internal dan eksternal. Fungsi internal adalah mensosialisasikan 

da’wah dikalangan aktifis FPI, termasuk pembinaan mental spiritual dan 

pengembangan Sumber Daya Da’wah yang dimiliki FPI. sedangkan fungsi 

eksternalnya adalah mensosialisasikan da’wah Islam ditengah masyarakat. 

3.  LEF: lembaga Ekonomi Front 

Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi 

yang lemah. Untuk itu, LEF berkewajiban melakukan terobosan-terobosan 

bisnis yang berprospek, sehingga kedepan FPI mampu memiliki “Profit 

Center” yang ditangguh untuk mendanai perjuangan amar ma’ruf nahi 

munkar. 

                                                           
10 Efendi D, Rahasia Sukses, 76. 
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4. BHF: Lembaga Bantuan Front 

BHF telah menunjukkan eksistensinnya sebagai Lembaga Bantuan Hukum 

FPI. sejak FPI berdiri hingga kini, tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih 

secara terus-menerus melakukan litigasi advokasi untuk aktivitas FPI. 

Selain itu FPI memiliki empat Anak Organisasi, yaitu:11 

1. Laskar Pembela Islam (LPI) 

LPI adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi dengan 

fungsi serba guna. Struktur kepemimpinan LPI berdasarkan jabatan dan 

kepangkatan yang ditentukan mulai karir dan prestasi para anggotanya. 

Pemimpin LPI di tingkat Nasional disebut Imam Besar Laskar. Di tingkat 

provinsi disebut Imam Laskar. Di tingkat kecamatan disebut Qoid laskar. Di 

tingkat Kelurahan/ Desa disebut Amir Laskar. Ditingkat Front (regu) disebut 

Rois Laskar. Sedangkan para laskar disebut Jundi 

2. Mujahidah Pembela Islam (MPI) 

MPI adalah barisan muslimat FPI selama ini aktivitasnya masih terfokus 

kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun demikian, tidak 

jarang MPI ikut melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aksi damai FPI. 

kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi serta semangat amar ma’ruf nahi munkar para kaum 

wanita islam. Misi utamannya adalah memperjuangkan kaum wanita agar 

berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia dan akhirat 

                                                           
11 Jamhari, Gerakan Salafi, 151. 
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3. Serikat Pekerja Front (SPF) 

SPF adalah perhimpunan para anggota FPI yang bekerja sebagai buruh/ 

pegawai/ karyawan di berbagai pabrik dan perusahaan. Untuk pertama 

kalinnya DPP-FPI mencanangkan dan mendeklarasikan SPF di wilayah 

Tanggerang atas desakan para aktivis FPI Tanggerang yang kebanyakan 

berasal dari kalangan buruh pabrik 

4. Front Mahasiswa Islam (FMI) 

Sejumlah mahasiswa yang selama ini aktif di kelaskaran FPI berkeinginan 

untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar bukan saja secara fisik. Namun 

mereka juga ingin beramar ma’ruf nahi munkar dengan berkemampuan 

intelektual yang dimilikinnya, sehingga wawasan akademiknya tidak 

mubadzir. Akhirnya, digulirkan ide pembentukan FMI. FMI tersebut dirintas 

oleh para mahasiswa FPI, namun pada perkembangan selanjutnya FMI lebih 

mandiri dan mulai dimintai mahasiswa dari berbagai kalangan. 

B. Profil Front Pembela Islam (FPI) DPW Surabaya 

1. Latar Belakang Berdirinya FPI DPW Surabaya  

Front Pembela Islam (FPI) adalah suatu organisasi Islam yang muncul 

akibat menurunya peran negara yang berdampak pada hilangnya tertib hukum 

di masyarakat. Sebagai sebuah organisasi gerakan, para aktivis ini telah 

melakukan berbagai aktivitas keagamaan seperti tablig akbar, audiensi, 

silaturahmi, dan juga demonstrasi. Sebagai bagian dari masyarakat, FPI 
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merasa memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam memberikan 

kontribusi positif untuk kemajuan bangsa.12  

Berdirinya FPI tak lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum 

perubahan sosial politik di Indonesia. Ketika terjadinya proses reformasi, 

hampir tidak ada kekuatan yang dominan yang bisa mengendalikan gerakan 

masyarakat. Bahkan, aparat negara juga tidak memiliki peran yang efektif 

untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial masyarakat. 

Yang terjadi adalah munculnya anarki sosial yang ditandai dengan maraknya 

kerusuhan di berbagai lapisan masyarakat. Setiap elemen masyarakat pada 

saat itu memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi, membentuk 

kelompok-kelompok sosial guna mengekspresikan kepentingan masing-

masing.13 

Hilangnya peran negara dan aparat pemerintah, banyak umat Islam 

yang menjadi korban dari berbagai konflik sosial. tindakan maksiat terjadi 

dimana-mana tanpa ada kontrol dari pemerintah. Menurunya peran negara 

juga berdampak pada hilangnya tertib hukum di masyarakat. Banyak 

peratuiran pemerintah yang dilanggar oleh masyarakat, termasuk di sini adalah 

mengenai judi dan kemaksiatan. Menurut Front Pembela Islam (FPI), pada era 

reformasi pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kekerasan, 

seperti perjudian, narkoba, minuman keras, dan beroprasinya tempat-tempat 

                                                           
12 Habib Muhammad Rizieq Shihab, Dialog FPI-Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Jakarta, 

Ibnu Saidah, 2008), 90. 
13Ng, Gerakan Islam, 85. 
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maksiat secara terbuka. Oleh karena itu, menurut kelompok ini berkewajiban 

mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan.14  

Ormas Islam FPI memiliki banyak kedudukan, tidak hanya berada di 

pusat tetapi juga di setiap wilayah maupun di daerah. Organisasi tertinggi 

bernama Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di Jakarta. Di tingkat Provinsi 

disebut Dewan Pengurus Wilayah, dan ditingkat kabupaten disebut Dewan 

Pengurus Cabang. Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, maka 

kedudukan FPI disebut Dewan Pengurus Wilayah Surabaya.   

Front Pembela Islam (FPI) Dewan Perwakilan Wilayah Surabaya 

mulai berdiri tahun 2000. Pada awal berdiri nya FPI DPW Surabaya berada di 

Wonosari yang dipimpin oleh Muhammad Kholidin. Setelah itu pada tahun 

2007 FPI DPW Surabaya di pimpin oleh Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi 

sampai sekarang. FPI DPW Surabaya berdiri dengan cara kondisional karena 

pada saat itu dibutuhkan, yaitu pada saat terjadinya tragedi seperti di monas 

yang mana disetiap daerah FPI ada permasalahan dan tak luput juga FPI 

Surabaya.  Dalam berdirinya FPI Surabaya tidak berjalan dengan mulus, 

dalam berdirinya organisasi ini sempat ada penolakan dan dipaksa bubar oleh 

kelompok-kelompok preman yang mengaku banser. Dalam wawancara 

dengan ketua FPI DPW Surabaya, Habib mengatakan:  

“….karena ketika itu, kan pernah dengar ya yang FPI dipaksa bubar 

oleh kelompok-kelompok preman yang mengaku banser. Sebenarnya 

itu bukan banser ya, karena saya sudah konfirmasi sendiri pada 

sesepuhnya yang ternyata sesepuhnya pernah ngaji dengan abah saya. 

Sehingga dia tau bagaimna keadaannya dan saya juga bilang kalau 

                                                           
14Shihab, Dialog FPI, 89. 
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FPI sekarang saya pegang dan saya tidak mau cari masalah, kita 

sama-sama muslim.”15 

 

FPI berdiri untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf 

adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum 

syara’ dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah setiap 

kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara’ 

dan hukum akal. Dalam mencapai tujuan amar ma’ruf, FPI mengutamakan 

metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak 

dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), member mau’idzah hasanah 

(nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan 

dalam melakukan nahi munkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui 

langkah-langkah menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan 

menggunakan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu 

dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati yang 

tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk 

kemungkaran.16 

2. Gerakan FPI DPW Surabaya  

FPI DPW Surabaya merupakan sebuah organisasi keagamaan yang 

aktif dalam setiap gerakan keislaman dan gerakan sosial yang dirasa perlu 

untuk ditegakkan. Gerakan sosial sendiri merupakan aktivitas sosial berupa 

gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal 

yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara 

                                                           
15Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, Wawancara, Surabaya, 15 Mei 2017.  
16 Shihab, Dialog FPI, 92. 
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sepesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, 

menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.17 Dalam sejarah 

berdirinya FPI DPW Surabaya, gerakan soaial yang dilakukan FPI DPW 

Surabaya salah satunya yaitu aksi yang begitu fenomenal di tanah air, Aksi 

Damai Bela Islam yang terjadi di Jakarta yang berlangsung begitu damai dan 

merupakan aksi dengan jumlah peserta terbanyak.  

Gerakan sosial yang dilakukan oleh FPI DPW Surabaya sudah banyak 

membawa perubahan sosial, selain aksi damai bela Islam FPI DPW Surabaya 

juga melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang dapat merubah keadaan 

sosial masyarakat Surabaya sendiri. Aksi yang pernah dilakukan FPI DPW 

Surabaya pada 29 April 2017 yaitu penangkapan Pesta Gay yang dilakukan 

pihak MaCho (Majalah Cowok) Management. Pesta Gay ini terlaksana di 

Hotel Oval Surabaya. Selain itu pada tanggal 26 Mei 2017 FPI DPW Surabaya 

bersama bapak Kapolrestabes Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya 

membasmi minuman keras dan narkoba menjelang Ramadhan.18 Gerakan 

sosial yang dilakukan oleh FPI DPW Surabaya melalui aksi-aksi yang 

dilakukannya ini adalah sebuah langkah untuk menjadikan negara Kesatuan 

Republik Indonesia ini menjadi aman nyaman dan damai sehingga masyarakat 

Indonesia sejahtera.  

 

 

                                                           
17 Wikipedia, “Gerakan Sosial”, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial (Selasa, 11 

Juli 2017, 11.36) 
18 Facebook DPW FPI Surabaya, “Aksi dan Kegiatan FPI DPW Surabaya”, 

https://facebook DPW FPI Surabaya (Selasa, 11 Juli 2017, 12.07) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial
https://facebook/
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3. Struktur dan Format Organisasi FPI DPW Surabaya 

Dalam bukunya Habib Rizieq, Dialog FPI: Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

dijelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi yang menjadi 

wadah kerja sama ulama dan umat Islam dalam menegakkan amar ma’ruf 

nahi munkar. FPI tidak berafiliasi ke organisasi sosial manapun, akan tetapi 

dalam pedoman FPI (AD/ART) dijelaskan bahwa anggota FPI dapat 

merangkap anggota pada organisasi lain dengan syarat organisasi tersebut 

berasas Islam serta mempunyai visi dan misi yang sama dan beraqidahkan 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah.  

FPI adalah organisasi dengan konsentrasi perjuangan dakwah di 

Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar 

dan terluas di dunia. Karenannya, FPI berkedudukan dan berkantor pusat di 

Ibukota Jakarta Indonesia dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang di 

Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya, dan Kecamatan di seluruh dunia. Dan 

disitu juga dijelaskan bagaimana struktur organisasi yang ada di FPI. 

Dalam struktur organisasi FPI DPW Surabaya terdapat 7 struktur 

utama yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang jihad, wakil ketua bidang 

dakwah (Amar Ma’ruf), wakil ketua bidang Nahi Munnkar (Hisbah), wakil 

ketua bidang organisasi, sekertaris dan bendahara. Untuk bidang-bidang yang 

lainya FPI juga tak jauh beda dengan organisasi-organisasi pada umumnya.19 

Struktur organisasi FPI DPW Surabaya hanya terdiri dari pengurus Tanfidz, 

sedangkan untuk majelis Syuro hanya untuk tingkat DPP (Pusat), DPD 

                                                           
19 Habib Muhamad Edrus Al-Habsyi, Wawancara , Surabaya, 15 Mei 2017.  
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(Daerah) yang berada di Provinsi. Berikut susunan pengurus FPI DPW 

Surabaya:20 

1. Ketua Tanfidz (Pengurus Harian) : Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi 

2. Wakil Ketua Bidang Dakwah  

3. Wakil Ketua Bidang Hisbah 

4. Wakil Ketua Bidang Jihad 

5. Wakil Ketua Bidang Keorganisasian 

6. Sekertaris    : Ustad Abdul Wahid Murtadlo 

7. Bendahara    : Ustad miftahul Amin  

4. Keanggotaan, Rekrutmen dan Kaderisasi  

a. Keanggotaan  

Dalam AD/ART FPI di jelaskan bahwa terdapat pengklasifikasian 

anggota, yaitu terdiri dari anggota individu dan anggota kelompok. 

Anggota individu terdiri dari anggota biasa, teras, dan kehormatan. 

Anggota biasa yaitu anggota yang memiliki wawasan keilmuan yang 

memadai dan memiliki ruhul jihad. Anggota teras yaitu anggota biasa 

yang telah lulus dari jenjang pengkaderan/pelatihan yang dibuat DPP-FPI. 

Sedangkan anggota kehormatan yaitu orang yang berjasa terhadap 

perjuangan Islam dan anggota yang sudah ditetapkan oleh Dewan 

Pimpinan Pusat. Sedangkan anggota kelompok terdiri dari anggota fusi 

dan aliansi. Anggota fusi merupakan anggota yang membubarkan 

eksistensi kelompok/lembaga/organisasinya, menggabungkan seluruh 

anggota, perangkat dan asetnya ke tubuh FPI. Sedangkan anggota aliansi 

                                                           
20 Abdul Wahid Murtadlo, Wawancara, Surabaya, 29 Mei 2017. 
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yaitu anggota yang menyatakan secara tertulis kesediaan beraliansi dengan 

FPI melalui putusan sah organisasinya dan anggota yang menyesuaikan 

AD/ART organisasinya dengan asasi organisasi FPI. 

Para anggota FPI tidak terikat pada aturan organisasi yang formal 

dan ketat. Pengikat utama yang menyatukan anggota FPI adalah komitmen 

moral dan loyalitas pada pemimpin. Setiap orang yang bersedia menerima 

garis perjuangan FPI, memiliki loyalitas kepada pemimpin, dan siap 

melaksanakan amanat dari pemimpin yang dibebankan kepadanya maka 

dia bisa dianggap sebagai anggota FPI. Habib Mahdi mengatakan: 

“….tidak ada syarat khusus jika ingin menjadi anggota FPI, yang 

penting muslim yang pertama harus beramar ma’ruf nahi mungkar 

untuk diri sendiri, jadi mencegah diri dari bermaksiat jgn sampek 

melakukan maksiat sekecil apapun maksiat harus mencegah diri, 

istilahnya harus islamul murokhobah dan juga harus berusaha untuk  

berada dalam ketaatan kepada allah sebisa mungkin. Kemudian 

mengikuiti ADART dari FPI sendiri, sedangkan masalah keanggotaan 

ya kita cuma catat saja, catat nama, alamat dan no. telpon saja tidak 

ada kayak kartu anggota tidak ada.”21 

b. Rekrutmen  

Sebagai organisasi gerakan yang tidak begitu mementingkan 

bentuk kelembagaan, FPI tidak melakukan rekrutmen keanggotaan secara 

permanen dan sistematis. Akan tetapi, untuk memenuhi standar formalitas 

organisasi, FPI tetap melaksanakan rekrutmen ke anggota secara formal. 

Meski hal ini tidak menjadi sesuatu yang utama. Pada saat-saat tertentu, 

FPI mengedarkan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota organisasi. 

Formulir ini diedarkan di kampus-kampus, majlis taklim dan juga 

                                                           
21 Habib Mahdi bin Edrus Al-Habsyi, Wawancara, Surabaya, 15 Mei 2017. 
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dikalangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen formal ini, dilakukan 

testing untuk para calon anggota, yang meliputi membaca Al-Qur’an, 

pengetahuan mengenai rukun Islam, rukun Iman, dan syahadat.  

Testing ini dilakukan bukan sebagai alat seleksi untuk menentukan 

diterima atau tidaknya seorang calon anggota, tetapi hanya untuk 

mengetahui taraf pemahaman dan pengetahuan keislaman mereka. 

Menurut para tokoh FPI, ini penting untuk dilakukan untuk proses 

pembinaan lebih lanjut. Karena tidak ada program baku dari organisasi 

maka rekrutman anggota dengan jalur formal ini tidak dilakukan secara 

regular, tetapi hanya isendental sesuai dengan kebutuhan, kadang bisa 

setahun sekali, setahun dua kali, bahkan bisa tidak dilakukan dalam waktu 

lebih dari satu tahun.  

Dalam perekrutan FPI DPW Surabaya kalangan partai tidak 

diperbolehkan masuk, karena menang organisasi masa ini berbasis non 

partai. Pada ormas FPI DPW Surabaya dari awal berdirinya tidak pernah 

melakukan perekrutan secara formal, serta tidak ada kreteria khusus bagi 

setiap orang yang ingin menjadi anggota FPI. Seperti hasil wawancara 

yang penulis lakukan dengan sekertaris FPI DPW Surabaya, Ustad Wahid 

mengatakan: 

“Masalah perekrutan ini kita sejak berdirinya gak pernah merekrut 

mbk, ada orang keinginan orang atau warga yang ingin ikut 

bergabung itu kita tampung, dari kalangan apapun tapi dari non 

partai karena partai gak boleh masuk. Ndak ada kriteria khusus sih 

mbk yang penting datang kenapa pingin gabung, kita lihat 

kesungguhanya, kalau masalah seleksi ya seleksi alam seh mbk yang 
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kalau ada aksi di ajak gak mau, itu ya bakal mundur-mundur sendiri 

mbk.”22 

c. Kaderisasi  

Oleh karena longgaranya aturan main yang ada dalam organisasi 

ini maka pola kaderisasi dalam tubuh FPI juga dilakukan secara longgar. 

Pembinaan anggota dan kader dilakukan secara nonformal, misalnya 

melalui pengajian, ceramah, dan penugasan saat diselenggarakannya suatu 

aktivitas tertentu. Abdul Wahid Murtadlo mengatakan: 

“Sedangkan kaderisasi kalau sudah menjadi anggota kita cumak 

punya majelis rutinan mbk, majelis pengajian setiap minggu keliling 

rutinan, kalau bulanan itu jga kondisional, kita perlu apa saat itu ya 

bikin. Pernah kita bikin diklat, pernah kita bikin banyaklah yang 

sekiranya memang sekiranya penting untuk mendatangkan dari pusat 

ya kita datangkan. Dan itu gak perlu misalkan DPW Surabaya yang 

mengadakan itu ndak misalkan ada DPW lain yang mengadakan kita 

gabung itu jga bisa bole kita gabung.”23 

 

Selain itu, ada pola lain dalam kaderisasi FPI, yaitu pemagangan. 

Artinya, kader-kader tertentu yang telah memiliki derajat loyalitas dan 

komitmen tertentu terhadap pimpinan, dia akan dijadikan ajudan oleh 

pemimpin tertentu. Secara sosiologis, anggota FPI dapat dipilih menjadi 

empat kategori:24 

1.  Masyarakat awaam, yaitu masyarakat biasa yang ikut aktif dalam 

pengajian yang diselenggarakan oleh FPI. 

2. Kelompok intelektual dan akademisi. Yaitu, para mahasiswa, dosen, 

dan peneliti. Mayoritas intelektual dan akdemisiyang masuk menjadi 

                                                           
22 Abdul Wahid Murtadlo, Wawancara, Surabaya, 29 Mei 2017. 
23 Abdul Wahid Murtadlo, Wawancara, Surabaya, 29 Mei 2017. 
24 Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART), t.t hal. 17. 
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anggota FPI dari perguruan tinggi umum dan pada umumnya mereka 

tidak memiliki pendidikan agama yang kuat. 

3. Kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini direkrut FPI tidak 

melalaui jalur formal pendaftaran, tetapi melalui pendekatan personal 

yang dilakukan oleh para pemimpin FPI. Mereka pada umumnya 

diarahkan untuk menjadi anggota laskar FPI, mereka tidak dibekali 

pendidikan agama, tetapi lebih banyak dididik latihan fisik untuk 

melakukan sweeping, penggrebekan, dan demonstrasi. 

4. Golongan Habaib dan alim ulama. Kelompok inilah yang merupakan 

kelompok elit dalam FPI. Mereka tidak saja menduduki posisi penting 

dalam FPI, tetapi sekaligus menjadi pengarah dan penentu kebijakan.  

 

        


